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PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHANKETIGAATASPERATURANBUPATINOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI

Menimbang

Mengingat

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH
HABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas
pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor
32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Hibah
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;

bahwa untuk penanganan dampak Virus Covid Disease
2019 yang berasal dari dana hibah Pemerintah
Kabupaten Minahasa Tenggara;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 17 Tabhun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomeor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi



Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4685);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-2019) dan/fatau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006



10.

11.

12.

13.

14,

1.5,

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tetang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara
RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Kenangan Nomor 168/PMK.07 /2008
tentang Hibah Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009
tentang Sistem Alkuntansi Hibah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkunan Pemetintahan Daerah, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Peneyebaran
dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
32 TAHUN 2015 TENTANG CARA PEMBERIAN HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA



Pasal |

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang
Tatacara Pemberian Hibah yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, diubah sebagai berikut:

Pasal 4

(1} Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan
daerah,

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat

untuk masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria

paling sedikit :

a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun
anggaran kecuali Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma
Wanita Persatuan (DWP), Palang Merah Indonesia (PMI), dan Forum
Kerukanan Umat Beragama (FKUB), Pramuka/Hiprada dan ditentukan
lain oleh Peraturan Perundang-undangan; dan

c. Memenuhi syarat penerima hibah;
Pengecualian dari huruf b diatas hibah diberikan apabila berkaitan

dengan penanganan dampak Corona Virus Disease 2019.
Pasal 1I
Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang

Tatacara Pemberian Hibah yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, diubah sebagai berikut:



Paragraf 3
PENCAIRAN BELANJA HIBAH

Pasal 20
{1) Pencairan Hibah didasarkan pada DPA-PPKD dan NPHD.
2) Pencairan Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran

langsung kepada Penerima Hibah.

{3) Dalam pencairan Hibah berupa uang dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,-
(Seratus Juta Rupiah), dilakukan secara bertahap maka pencairan tahap
berikutnya dilakukan setelah Penerima Hibah Telah memasukan SPJ Tahap
sebelumnya kepada Bupati melalui Bendahara Hibah.

{4) Pengecualian dari pasal 20 ayat {3) apabila pencairan hibah diberikan untuk
satu kegiatan yang dilaksanakan sekaligus dalam rangka penanganan
dampak Corona Virus Disease 2019,

Pasal III
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa

tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tangal 21 Juli 2020
BUPATIMINAHASA TENGGARA

JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal 21 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DAVID H. LALANDOS
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 686



